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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2013 
TENTANG 

PEDOMAN TATA LAKSANA MALARIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan 
penyakit malaria, terutama dalam masyarakat risiko 
tinggi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan 
pengobatan melalui tata laksana kasus malaria agar 
tidak menimbulkan wabah; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 
obat dalam rangka tata laksana kasus malaria di 
Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan revisi 
terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
041/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman 
Penatalaksanaan Kasus Malaria dan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 043/Menkes/SK/I/2007 
tentang Pedoman Pengobatan Malaria; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
kembali Pedoman Tata Laksana Malaria dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3447); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi 
Kesehatan; 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi 
Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 
Tertentu; 
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ 
Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu 
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 503); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

TATA LAKSANA MALARIA. 
Pasal 1 

Pedoman Tata Laksana Malaria merupakan acuan bagi tenaga medis atau 
tenaga kesehatan lain yang mempunyai kewenangan dalam rangka 
menekan angka kesakitan dan angka kematian akibat malaria sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 
Pedoman Tata Laksana Malaria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini 
dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan 
provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas, 
fungsi dan kewenangan masing-masing. 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka; 
a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 041/Menkes/SK/I/2007 tentang 

Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria; dan 

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 043/Menkes/SK/I/2007 tentang 
Pedoman Pengobatan Malaria; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 5 

Peraturan  Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

    Ditetapkan di Jakarta 
    pada tanggal 7 Januari 2013 

MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
NAFSIAH MBOI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Januari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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